
a. bahwa jasa pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat 

Jurangombo telah diatur dengan Peraturan Walikota 

Magelang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Pusat Kesehatan 

Masyarakat Jurangombo Sebagai Badan Layanan Umum 
Daerah; 

b. bahwa untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja 

serta profesionalitas personel pada Pusat Kesehatan 

Masyarakat Jurangombo dalam melaksanakan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat, perlu mengubah 

persentase jasa pelayanan dari pendapatan jasa layanan; 
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Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa 

Barat; 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Undang­ 

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

Kota dalam Kecil Daerah-daerah Pembentukan 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota 

Magelang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Pusat Kesehatan 

Masyarakat Jurangombo sebagai Badan Layanan Umum 

Daerah; 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 

Magelang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 101); 

7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 94); 

8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 102); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 
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Pasal32 

(1) Ambang batas fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 31 ayat (3) ditetapkan dengan besaran persentase. 

(2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi 
kegiatan operasional Puskesmas. 

(3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan 
PPKD. 

(4) Khusus untuk biaya jasa pelayanan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, ditetapkan 

paling tinggi 60% (enam puluh persen) dari pendapatan 

jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 
( 1). 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Walikota Magelang 

Nomor 36 Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 

2014 Nomor 37) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 36 TAHUN 2014 

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAN AKUNTANSI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT 

JURANGOMBO SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH. 

MEMUTUSKAN: 

- 4 - 

Menetapkan 



BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR I .l{ 

JOKO BUDIYONO 

SEKRETARIS DAERA KOTA MAGELANG, 

Diundangkan di Magelang 

pada tanggal ; I lYtei ;).Q{).t 

MUCHAMAD NUR AZIZ 

Ditetapkan di Magelang 
pada tanggal ~I !Yle.i J-021 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kata Magelang. 

memerintahkan mengetahuinya, orang setiap Agar 

Pasal II 

Peraturan Walikota mi mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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